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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
       Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan dan setelah diadakan 
pengolahan serta analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian, maka dari itu 
dapat memberikan kesimpulan dan saran sebagai berikut: 
A. Kesimpulan 
1. Peran Pemerintah Daerah dalam penentuan harga pasar tradisional 
sanggeng di Kabupaten Manokwari adalah sebuah kebijakan berupa 
peraturan pemerintah daerah mengenai penentapan harga dengan cara 
adanya operasi pasar terhadap harga-harga kebutuhan pokok dan 
kebutuhan lainya seperti sandang karena masyarakat asli papua menjual 
barang dagangnya berupa hasil panen dengan harga murah akan tetapi 
masyarakat asli papua juga perlu memenuhi kebutuhan lainya seperti 
pakaian atau alat-alat kebutuhan rumah tangga sebagaimana kebutuhan 
tersebut dijual dengan harga yang mahal sehingga perlunya campur 
tangan pemerintah untuk mengatasi kendala tersebutt agar dapat 
terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat.  
2. Peran pemerintah daerah dalam penentuan lokasi pasar tradisional 
sanggeng di Kabupaten Manokwari adalah sebuah peraturan atau 
kebijakan mengenai penetapan zonasi terhadap pembagian wilayah area 
pasar yang khusus penjual kebutuhan pokok (pangan), khusus penjual 
pakaian (sandang), atau kebutuhan lainnya agar dapat menyeimbangkan 
fungsi pasar, tarif yang dikenakan harus lebih rendah karena pedagang 
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mama mama papua berdagang hasil panennya sendiri sehingga dijual 
dengan harga murah, meningkatkan sarana dan prasarana seperti tempat 
parkir, dan pengawasan langsung dari pemerintah daerah (operasi pasar). 
B. Saran 
1. Adanya perturan daerah mengenai penetapan harga baik harga 
kebutuhan pangan, sandang dan lainnya agar tidak terjadi kesewenangan 
penjual dalam menentukan harga serta peraturan daerah mengenai 
penetapan lokasi sesuai dengan jenis barang/hasil dagang yang dijual. 
2. Pengawasan pemerintah daerah dengan perlunya operasi pasar yang 
dilakukan setiap bulan. 
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